BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

I.

Larangan nikah anak podo mbarep adalah tradisi larangan nikah yang terjadi
di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten. Larangan nikah anak
podo mbarep adalah pernikahan yang apabila masing-masing calon
mempelai laki-laki dan perempuan adalah sama-sama anak pertama dari
orang tua kandungnya. Pernikahan yang semacam ini dilarang dilakukan
oleh masyarakat Desa Ketegan, karena jika pernikahan ini tetap dilakukan
maka akan dikhawatirkan timbul dampak buruk yang menimpa keluarga
mereka yang melanggar.

Di dalam al-Qur’an telah menyebutkan, siapa saja wanita-wanita yang
haram untuk dinikahi. Keharaman tersebut ada yang bersifat abadi dan ada
yang bersifat sementara. Sedangkan larangan nikah anak podo mbarep tidak
ada dan tidak pernah disebutkan dalam al-Qur’an. Ini hanyalah buah pikiran
manusia sendiri yang dilakukan secara turun-temurun yang tidak didasari
dengan dalil-dalil yang bisa diterima oleh syara’. Sedangkan menurut
analisis ‘urf juga tradisi semacam ini tergolong dalam ‘ur fasid (kebiasaan
yang rusak). Oleh sebab itu, larangan nikah semacam ini tidak boleh diikuti

karena bertentangan dengan hukum Islam. Jadi, tradisi semacam ini boleh
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diterjang dan dilanggar, karena tradisi seperti ini adalah tidak benar dan

tidak dapat diikuti oleh umat islam.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Ketegan hendaknya memahami secara benar tentang
syarat nikah dan larangan perkawinan dalam hukum Islam, sehingga lebih
luas pemahaman dan pengetahuan dalam hal perkawinan. Agar bisa
membedakan mana yang patut diikuti dan tidak.

2. Tokoh agama sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan
pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan
perkawinan dalam hukum Islam khususnya mengenai masalah syarat nikah

dan larangan pernikahan dalam Islam.



